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PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR ..... TAHUN 2020

TENTANG

RANCANGAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,
pelaksanaan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Nomar ... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021, Bupati menetapian Peraturan Bupali tentang Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehagai landasan operasional

%E_H
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu Peraturan Bupati Sumba Barat Daya tentang Rancangan Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1385 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

] Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) sehagaimana telah divbah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19494 tentang perubahan atas

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3569);
Uindang - Undang Nomor 21 Tahun 1557 tentang Baa Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

._._.._.!._.__Hw.ﬂ.__ruiﬁﬂnzﬂmagw&ﬁwgmmﬁ?ﬂmﬂ_nﬁﬁ%ngﬁﬁm:Enmadcimiznuaqﬂzﬂmgﬁni
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Tahun 2000 Momor 130, Tambahan Lembaran Megara. Republik Indonesia Nomor 3988 );

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersh dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
hﬁnﬁﬂu:zﬂﬂﬂwﬁ&i%wgi 1999 Nomar 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ;
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4. Undang - Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4286 ) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Megara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4438 ) ;

9. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momaor 46592 ) ;

10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Megara Republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomaor
B2, Tambahan Lembaran Negara Repubit Indonesia Nomor 5234) ;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5587), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

14. Persturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Megara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ) ;
19, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4574 ) ;
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ) ;

22. Peraturan Pemerintabh Nomor 57 Tahun 2005 tentang Mibah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran

Megara Republik Indanesia Nomor 4577 ) ;
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Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ) ;

Peraturan Pemenntah Momor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Dasrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomar 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4614 ) ;
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Pertanggungjawaban Kepala Doerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4693 ) ;

Persturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Megara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomar 83,
Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun EEEEEEHEE;HE_ k (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah dirubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Momor 1

Tahun 2018 tentang Peruhahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Bamtuan Keuangan Kepada Parial Pofitk (Lembaran Megara Repubiik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
gtﬂi&sﬂ.:ﬂﬁum.ﬁ#ﬁuﬁnﬁﬂi%ggggggﬁﬁu&m:ﬁg?ﬂﬂ%g
Perwakilan Rakyat Daerah (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomar 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai wakil

3L
Pemerintah di Wilayah Provinsl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5107),
0
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sehagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Momor 19 Tahun 201
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagal wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
Peraturan Pemerintah Nomaor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Dasrsh

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5161);
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39. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahum 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):

34. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2011 Momor 59, Tambahan Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor 5219);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelotaan Barang Millk Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor B8, Tambahan Lembaran MNegara Repubdik

Indonesia Momor 5519);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Regara Republik Indonesia Tahen 2016 Momor 114, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 6057);

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/lasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655) :

41. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan ingkat

. Pertama Milik Peemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 18);
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Alokas! Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);

Peraturan Presiden Momor B6 Tahun 2017 tentang Rindian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Megara Republik

43
Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);

; EHEZEEEZEEEEEAEEmEm“ﬂ__wE%ggﬁanmgaégﬂﬁﬁ_ncﬁzggﬂag
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluas! Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

45.
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebgaimana tefah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 36 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasl Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rancangan

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
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46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Millk Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
E_.ﬁssm Eﬁgggggggggﬂﬁﬁg Tunjangan Komunikai Intensif dan Dana

48, waﬂn._.ﬁ._ﬁﬁnﬂn m Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan
26

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sehagaimana telah Eﬂ&.ﬁ:vwﬂgfgzﬂizﬂﬁ
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam

APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

49. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Darl Anggaran Pendapatan
n lam

dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Megeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter Da
ri Namaor 32 Tahun 2011 tentang tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Nege

50, g::ﬂﬂﬁdﬁggmuﬂmggﬁiﬂdggnggg

51. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

52. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional;

53, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

(Berita Negara Rebuplik Indoresia Tahun 2020 Nomor |

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Momor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2010 Momar 1) ;

55. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor ... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

Tahun Anggaran 2021;
MEMUTUSKAN :

tapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RANCANGAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAY
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1
Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2021 terdini atas :
1. Pendapatan

a.  Pendapatan Asli Daerah Sejumiah Rp .073.52
Pendapatan Transfer Rp 959.029.497.292
b. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sejumlah _Rp 53.915.100.000
Jumlah Pendapatan Rp 1.066.159.670.813.00
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2. Belanja :
a. Belanja Operasi
300.024.280.151

1. Belanja Pegawal Sefumiah Rp
2. Belanja Barang dan Jasa Rp 259.419,486.848
3. Belanja Hibah Rp 76.068,962.768
4. Belanja Bantuan Sosial Rp 9.787.000.000
Jumiah Belanja Operasi Rp 645.299.729.767
b. Belanja Modal
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 4{.255.233.339
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 52.858.408,908
2. Belanja Modal Jalan Jaringan dan Ingasi Rp 73.115.084.750
3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp _696.560.260 = =
Jumiah Belanja Modal Rp 166.925.296.257
¢ Belanja Tidak Terduga
1. Balanja Tidak Terduga Rp 11.359.735.252
Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp 11.359.735.252,00
d. Belanja Transfer
1. Belanja Belanja Bagi Hasll Rp 1.800.000,000
2. Belanja Bantuan Kewangan Fp 321.430.519.276
Rp 323.230.519.276,00
Jumiah Belanja llﬂﬁl 1.146.815.280.552
Surplus/(Defisit) |_m..ﬂ_ nﬂﬁ.nmm.mnﬂ.u_mﬁ‘nﬂml
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3. Pembiayaan Daerah :

8. Penerimaan Pembiayaan

1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp B0.655.609.735,00
Jumilah Penerimaan Pemblayaan Rp B0, 655.509.739,00

b.  Pengeluaran Pembiayaan
Jumiah Pengeluaran Pembiayaan

Jumiah Penerimaan Pembiayaan Sejumlah Rp B0.655.609.739,00
Jumlah Pembiayaan Metto B0.655.6090.739

Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

Pasal 2
Ringkasan Rancangan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Bupati ini.
Pasal 3

Rancangan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dining lebih lanjut pada Lampiran [I Peraturan Bupati inl,
Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahban dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5
Pelaksanaan Rancangan Penjabaran APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupat! ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pefaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal &6
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Inl dengan perempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten .
Sumba Barat Daya. 3
:
Ditetapkan di Tambolaka 3
pada tanggal ... Nopember 2020 3
BUPATI SUMBA BARAT DAYA, -
KORNELIUS KODI METE
Diundanglkan di Tambolaka

pada tanggal ... Nopember 2020
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

BERNARDUS BULU, SH
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR ...

Peraturan Bupall Sumba Baral Daya Nomor ... Tahun 2020 Tentang Penjabaran RAPBD Tahun Anggaran 2021 halaman £



